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Pendahuluan

Sektor pertanian saat ini sedang mendapat semdegat melalui gerakan
Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan KehutananPK}Pyang dicanangkan oleh
pemerintah. Kebijakan ini adalah untuk membangikitkembali sektor-sektor pertanian,
perikanan dan kehutanan yang setelah beberapa thklakangan ini dianggap
mengalami kemerosotan. Beberapa indikator menkajukdanya kemerosotan peranan
sektor ini seperti menurunya kontribusi sektor g@gn terhadap PDB nasional secara
relatif. Dalam bidang pendidikan penyelenggarau#fimu pertanian juga mengalami
penurunan jumlah peminatnya di tingkat nasional.

Kebijakan RPPK ini juga memiliki nilai strategigebdihadapkan dengan kondisi
global saat ini, terutama pasar bebas. Berlakyagsar bebas di satu sisi merupakan
ancaman dan di sisi lain adalah peluang yang cakempggembirakan bagi dunia usaha
di Indonesia. Pasar bebas akan menjadi ancamaakalarsecara internal sektor-sektor
yang terkait tidak menunjukkan kinerja yang memadatiuk bersaing. Tetapi akan
menjadi peluang bila sektor-sektor terkait telahmitigi kesiapan untuk berkompetisi di
dalam pasar bebas.

Salah satu sektor yang dianggap masih membutuhfi@mbinaan dan
pengembangan dalam rangka menghadapi pasar bebaslalah sektor pertanian,
termasuk di dalamnya adalah subsektor peternalslieskipun secara relatif sektor
pertanian mengalami penurunan dalam berkontrileusatiap PDB, secara absolut sektor
ini sebenarnya mengalami peningkatan dari tahuntakein. Sedangkan kontribusi
subsektor peternakan terhadap pendapatan sektanjaer baik secara relatif maupun

absolut mengalami peningkatan dari tahun ke taMusdja dan Ilham, 2004). Oleh



karenanya subsektor peternakan memiliki arti pgntialam pembangunan pertanian
secara umum.

Pentinganya subsektor peternakan ini selaras dengamngkatnya konsumsi
daging masyarakat Indonesia dan dunia. Secaratetipadapat dinyatakan bahwa
konsumsi produk-produk peternakan sejalan dengamgieatan jumlah penduduk dan
tingkat kesejahteraan masyarakat. Delgetdal (1999) menyebutkan bahwa di negara-
negara dunia ketiga sedang mengalami peningkatasukasi produk peternakan yang
cukup signifikan yang mana ini selaras dengan ahglertumbuhan penduduknya dan
kesejahteraannya yang juga meningkat. Menurut jdusdn Ilham (2004) bahwa
peningkatan konsumsi produk-produk peternakan jbgakorelasi dengan tingkat
kesejahteraan dimana semakin sejahtera maka semadmmgkat konsumsi produk
peternakannya hingga didapati suatu kondisi yammbseg sebagaimana yang telah
dicapai oleh negara-negara maju. Sayangnya meatimggk konsumsi ini tidak dibarengi
dengan produktivitas subsektor ini secara memadai.

Tingkat konsumsi daging masyarakat Indonesia sasgsti ini masih berada di
bawah Pola Pangan Harapan. Rata-rata konsumsigdagasyarakat Indonesia baru
mencapai sekitar 7,66 kg/kapita/tahun pada petigiaen 1992 — 1996 dan turun menjadi
5,33 kg/kapita/tahun pada periode tahun 1998 — ZDfifen Bina Produksi Peternakan,
2001). Menurut Soedjana (1997) bahwa Pola Pamtmmapan adalah sebesar 10,1
kg/kapita/tahun. Selanjutnya menurut data Ditj@meBProduksi Peternakan (2004) tanpa
mengkonversi dalam kg/kapita bahwa konsumsi dagap dalam satuan ekor untuk
tahun 2000 sampai 2004 cenderung menunjukkan peaateng yaitu masing-masing
1.247.733, 1.200.019, 1.292.542, 1.368.185, dasb1438 ekor.

Untuk meningkatkan konsumsi daging dan memenuhutkélan daging melalui
sapi lokal, pemerintah mengeluarkan program swaadmblaging 2010. Sebelumnya,
pemerintah juga telah melakukan “program mendesakukupan daging 2005".
Komoditas yang menjadi unggulan adalah sapi pot@rgna dianggap memiliki nilai
strategis. Yang dimaksudkan dengan kecukupan émwlseda) daging sapi menurut
Ditjen Bina Produksi Peternakan adalah tersedigmyagan hewani asal ternak sapi
sampai pada tingkat rumah tangga dengan hargag&ga, aman, sehat, utuh dan halal.
Paling tidak 90% dari jumlah daging sapi yang dé&ansi berasal dari produksi dalam
negeri (tidak termasuk daging yang berasal darilsgalan impor) (Anonim, 2004).

Sayangnya, profil agribisnis peternakan Indonediaseimua komoditas dan

segmen agribisnis menunjukkan gambaran yang kumaegggembirakan. Oleh



karenanya untuk mengetahui bagaimana akan terpgraulsiwasembada daging maka
ada baiknya kita meninjau kinerja agribisnis sayibpg sebagai salah satu bahan kajian
untuk beberapa tahun terakhir. Dengan mengetaheijit agribisnis sapi potong selama
ini maka diharapkan akan memberikan suatu gambatan jalan pemecahan

permasalahan untuk menunjang program swasembaatey @110.

Rumah Tangga Petani dan Peternakan Rakyat

Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2003 (BPS) #0@4pat 52,6 juta Rumah
Tangga (RT) dimana terdapat 25,6 juta RT pertanidunmnlah RT pertanian ini secara
absolut meningkat dari 20,8 juta pada tahun 199®)ae rata-rata pertumbuhan sekitar
2,10% pertahun. Namun demikian secara persentadapsg penurunan yaitu dari
sebesar 50,45% RT pertanian terhadap total RT {adulen 1993 menjadi 48,66% pada
tahun 2003. Akan tetapi, dari 25,6 juta RT pedarterdapat 24,4 juta RT pengguna
lahan dan ini menunjukkan peningkatan sebesar Hdfotahun 1993. RT pengguna
lahan masih didominasi pengguna lahan untuk kegiptatanian padi/palawija, yaitu
sebanyak 18,1 juta RT. Selanjutnya diikuti olemgmuna lahan untuk kegiatan
pertanian hortikultura sebanyak 9,3 juta, perkebuma7 juta, budidaya tanaman
kehutanan 3,7 juta, peternakan 6,5 juta, kolantaawar/sawah 0,8 juta dan tambak/air
payau sebanyak 0,15 juta RT.

Masih menurut BPS (2004) bahwa tahun 2003 terdaPat juta petani gurem
yang juga meningkat 2,4% pertahun sejak 1993, dinb@rdapat 52,1% pada tahun 1993
menjadi 56,2% tahun 2003.. Petani gurem ini kebkay terdapat di Pulau Jawa, yaitu
terdapat 25,14% petani gurem terdapat di Jawa Tig®)e8 di Jawa Tengah, 18,84% di
Jawa Barat, dan 3,15% di Provinsi Banten. Sem&rdamdaerah-daerah lain jumlah
petani guremnya relatif kecil, yaitu kurang dafo3dari total petani gurem se-Indonesia,
kecuali Sumatera Utara, yaitu 4,1%. Meningkatkgmstani gurem di pulau Jawa diduga
karena adanya sistem pewarisan tanah yang berdadiahversi lahanproduktif menjadi
areal non pertanian.

Berdasarkan uraian data di atas menunjukkan batektorspertanian masih
menjadi bidang pekerjaan utama masyarakat IndaneBari sebanyak 52,6 juta RT
hanya 6,5 juta yang menyelenggarakan kegiatan ufsteanakan. Kecilnya aktivitas
RT utama bidang peternakan ini bukan berarti paahés jusaha pertanian lain tidak
terdapat usaha peternakan, justru bisanya ternaf d#elihara terintegrasi dengan

sistem usahatani lainnya. Hal ini mendorong umtilkkukannya terobosan baru untuk



meningkatkan aktivitas yang melibatkan peternakabagai usaha keluarga dan
masyarakat serta swasta ataupun pemerintah datiemsyang terintegratif sehingga
secara kumulatif dapat meningkatkan total pendapatahatani keseluruhan dengan
tanpa lahan baru.

Saat ini usaha peternakan untuk menghasilkan sdqaildn ¢ow calf operation)
dalam negeri 99 persen dilakukan oleh peternak&gatayang sebagian besarnya
berskala kecil dengan tingkat kepemilikan 1 — 5reer KK. Usaha ini biasanya
terintegrasi dengan kegiatan lainnya, sehinggasiusgpi sangat kompleks (Anonim,
2005). Oleh karenanya pembuatan kebijakan dalambaegunan peternakan tidaklah
terlepas dari kondisi objektif bahwa mayoritas naaakat Indonesia tidak memilah-
milah secara jelas antara peternakan dan pertamamnya. Hal ini dikarenakan sistem
usahatani yang masih bersifat subsisten yang basighkpetani gurem.

Banyaknya peternakan rakyat yang berperan dalangmasitkan sapi bakalan ini
mendorong perlunya pengembangan peternakan beKeaailsyatan. Hal yang menjadi
permasalahan adalah bahwa kepemilikan ternak yaiegifr kecil tersebut secara
ekonomis kurang menguntungkan sementara petark t@gara khusus melakukan
kegiatan usaha peternakan. Ini, tentu saja, mak@rlupaya bagaimana meningkatkan
usaha peternakan dengan tetap terintegrasi denigéemsusahatani yang tengah

dilangsungkannya.

K ebijakan dan Program Pemerintah

Adanya reorientasi kebijakan pembangunan pertanfaaka pembangunan
peternakan harus menggunakan paradigma baru yajadprsedengan reorientasi
kebijakan pembangunan pertanian. Salah satu progaag merupakan penjabaran dari
“paradigma baru” tersebut adalah “Program mend&esakkupan (swasembada) daging
2005”. Program ini telah dimulai pada tahun 200Maha kebijakan dan langkah-
langkah operasionalnya telah diupayakan melaluibdgai proyek dan kegiatan
(Anonim, 2004).

Sasaran yang ingin dicapai dari program mendesgkikipan (swasembada)
daging 2005 dari tahun 2000 — 2005 adalah (a) makgyinya tigkat kelahiran dari
18,5% menjadi 20,9% dan menurunnya tingkat kematam 4,0% menjadi 3,0%; dan
(b) meningkatnya laju pertumbuhan populasi terrak @66% menjadi 1,05%. Dengan
laju peningkatan tersebut maka selama 2000 — 2ib@agpkan akan terjadi peningkatan
penawaran daging sapi dalam negeri dari 82,0% mie@0%, yaitu dari 307 ribu ton



menjadi 464 ribu ton. Sebaliknya akan terjadi penan penawaran daging impor sapi
bakalan dari 13% menjadi hanya 4,0%, yaitu darir®1 ekor menjadi 74 ribu ekor dan
penurunan daging sapi beku asal impor dari 5,0%ade®,0% (Anonim, 2004).

Program kecukupan (swasembada) daging 2005 akpentéhi bila dilakukan
melalui kegiatan-kegiatan operasional sebagai be(knonim, 2004).
1. Peningkatan populasi ternak sapi potong.

a) pengendalian pemotongan betina produktif. Terngk batina yang dipotong
mencapai 40% dari total sapi yang dipotong dan n@%-merupakan betina
produktif,

b) pengendalian penyakit reproduksi, terutama brutelos

c) penyediaan bibit sapi unggul, yaitu melalui impdritternak sapi dalam rangka
menambah populasi ternak sekaligus meningkatkan gerietis keturunannya.

2. Peningkatan produktivitas.

a) introduksi teknologi embrio tranfer (ET) dan inseasi buatan (IB) secara
terpadu dan terkonsentrasi yang diikuti denganmaragpenggemukan.

b) pengembangan pakan ternak yang cukup dan bermtéLisesedia setiap saat,

c) pengembangan sentra baru kawasan.

3. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan.

a) memperbaiki kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) p#uitan ternak ke arah
komersial dan privatisasi sehingga dapat menglasilbibit ternak sapi
berkualitas tinggi. Langkah ini dilakukan dengaengarah pada terbentuknya
village breeding center.

b) desentralisasi Balai Inseminasi Buatan (BBIB) unim&ndekatkan penyediaan
semen beku dengan peternak dengan jumlah dan yamg sesuai dengan
kebutuhan.

Program-program  pemerintah  tersebut sepenuhnya ahit@amn pada
penanggulangan penurunan produktivitas sapi pottamgpengamanan populasi ternak
sapi dalam rangka kecukupan daging 2005 yang mieanpgprogram mendesak

pemerintah.

Populasi dan Produksi Sapi
Menurut data Ditjen Bina Produksi Peternakan (20&hwa laju pertumbuhan
populasi ternak sapi selama 30 tahun terakhir haepasar 1,44 persen. Pertumbuhan

sebesar tersebut dinilai sangat lambat dan bahkarbetierapa wilayah justru



menunjukkan penurunan. Adapun 5 tahun terakhipulasi sapi potong di Indonesia
adalah sebesar 11.008.017, 10.215.193, 11.297.6@%04.128, 10.532.889 ekor
masing-masing adalah untuk tahun 2001, 2002, 20@B804 dan 2005
(http://www.deptan.go.iddiakses 12 Agustus 2006). Data inipun menunjukkan tren
yang menurun. Dengan demikian maka populasi sajpingosebenarnya pada kondisi
mengkhawatirkan.

Seiring dengan kondisi populasi sapi potong yagmgderung menurun, produksi
daging asal sapi potong juga menunjukkan tren yaama. Berdasarkan data
Departemen Pertanian bahwa produksi daging sapnt2001, 2002, 2003, 2004 dan
2005 masing-masing adalah 339.940, 338.690, 330.260.710 dan 447.570 ton
(http://www.deptan.go.iddiakses 12 Agustus 2006). Produksi daging ini mencolok
mulai meningkat tahun 2004 dan 2005. Ini mungkimeka adanya peningkatan laju
ekstraksi pada tahun-tahun tersebut seiring demgdai menurunnya impor daging.

Untuk mengatasi penurunan populasi dan produkeaketersebut, pemerintah
melakukan program-program operasional (Anonim, 200Rrogram—program tersebut
dapat diringkas menjadi sebagai berikut
% pengendalian pemotongan betina produktif.

% pengendalian penyakit reproduksi, terutama bruilos

% penyediaan bibit sapi unggul,

¢ introduksi teknologi embrio tranfer (ET) dan inseasi buatan (IB)

% pengembangan pakan ternak yang cukup dan bermmtditesesedia setiap saat,

Program-program tersebut sebenarnya belum begitooloreg pengamanan
populasi dan peningkatan produktivitas sapi. Hatlapat dilihat dari kenyataan bahwa
(a) masih terjadinya pemotongan ternak betina giticigb) pelayanan IB belum optimal
dan cenderung mengalami kemunduruan serta terjadyimpangan—penyimpangan
teknis di lapangan yang berpengaruh sangat sigmifikdan (c) adanya penyakit
brucelosis sehingga mengurangi tingkat kelahiran. Ilhamal. (2001) menengarai
bahwa hal ini disebabkan oleh (a) program yangkdkan belum sepenuhnya merata
pada peternak, (b) peternak kesulitan dalam mekanamtroduksi teknologinya, (c)
pengembangan usaha peternakan masih belum menjaditas pemerintah, (d)
intensifikasi pertanian terutama sawah telah meagir pemanfaatan ternak sebagai
tenaga kerja sehingga banyak petani tidak lagi natgakan sapi, (d) masih banyak

ternak yang dipelihara secara ekstensif sehinggayuatitkan dalam pengendalian



penyakit dan penurunan mutu genetik karemseeding, dan (f) menyempitnya lahan

penggembalaan.

Namun demikian, lambatnya pertumbuhan populasiatersapi ini menurut
Yusdja dan Ilham (2004) adalah adanya permasalddratantangan sebagai berikut:

1. Sentra produksi sapi utama adalah pulau Jawa yamg Sekali tidak mempunyai
padang penggembalaan. Ternak dipelihara meny&samisdengan rumah tangga
pertanian di seluruh pedesaan dan ternak dibedrphifauan pekarangan dan limbah
pertanian. Sebagian besar peternak menggunakarldgk budidaya sangat
sederhana dan tujuan utama memelihara ternak shpgai sumber tenaga kerja,
tabungan, status sosial dan bukannya sebagai pghdhging. Pemeliharaan tidak
diarahkan pada tujuan pasar.

2. Sentra produksi sapi potong kedua adalah Indorlesiamsan timur dengan porsi
populasi sebesar 16% sebagai suplier utama teotakg bagi DKI Jakarta dan Jawa
Barat memang memiliki padang penggembalaan, tepapiang penggembalaan
tersebut dikapling-kapling menurut hak milik damirsg terjadi musim kemarau yang
panjang (9 bulan). Padang penggembalaan belumapatidhn sentuhan teknologi
dan ilmu pengetahuan.

Sebenarnya menurut Yusdja dan llham (2004) bahwg gaharusnya menjadi
perhatian adalah bukannya melakukan langkah-langkahasional semacam itu, tetapi
pemerintah harus mengupayakan bagaimana supayasprodnampu memanfaatkan
sinyal pasar (baca:konsumen). Atas dasar hal biersmaka pemerintah di masa
mendatang sebaiknya menggunakan sinyal pasar gendamong pembangunan dengan
menyediakan fasilitas umum yang dibutuhkan dan lgemepenelitian lain yang
diperlukan.

Langkah-langkah operasional tersebut sebenarnyassetomatis akan berjalan
dengan sendirinya bila produsen mampu mengunakaalspasar. Pertanyaannya
adalah, bagaimana produsen dapat menangkap siagalr.p Ini adalah kunci dari
hipotesis tersebut. Di sinilah letak peran penahinuntuk melakukan distribusi
informasi secara merata, tepat dan akurat dengaartdi fasilitasi pengembangan baik
dari segi piranti keras maupun lunak, semisal kébij dan peraturan yang menunjang
pengembangan usaha sapi potong.

Selain itu, menurut Rahmanto (2004) bahwa upaysnpkatan populasi ternak
sapi potong sekaligus untuk menjaga kelestariaimdo@roduktif dari pengurasan maka

diperlukan pola pengembangan yasugtainable. Yaitu suatu pola dimana diperlukan



penumbuhan peternak-peternak pembibitan (bakakmpdnggemukan (kereman) pada
daerah yang memiliki pola pengusahaan tidak besdasan. Bahkan jika memungkin

kedua pola ini diintegrasikan supaya meningkatkka tambah bagi peternak.

Pola Pengusahaan Ternak Sapi

Menurut Rahmanto (2004) bahwa untuk memenuhi pgaan konsumsi daging
sapi yang terus mengalami peningkatan, maka sejak periode 1990-an pemerintah
telah melakukan kebijakan pengembangan ternak gapbng melalui dua pola
pengusahaan, yaitu pola pengusahaan yang dilakelkinpeternakan rakyat dan pola
pengusahaan yang melibatkan perusahaan-perusaésansiwastafdediot). Berkaitan
dengan pola pengusahdaadiot ini, pemerintah telah memberikan izin bagi perasah
swasta untuk melakukan impor ternak untuk digemnkdiadalam negeri dengan tujuan
(a) mendorong kemitraan antara perusahaan besgam@eternakan rakyat melalui pola
PIR, (b) menjaga tingkat pertumbuhan populasi tersapi domestik dan (c)
pemanfaatan lahan-lahan tidur yang tidak subur. anAketapi, usahdeediot ini
mengalami kebangkrutan seiring dengan terjadinigskekonomi tahun 1997 sehingga
sampai tahun 2001 sudah tidak ada lagi perusaha&astas yang menjalin kemitraan
dengan peternakan rakyat (Hatal., 2002).

Pengembangan usaha ternak sapi rakyat memililol2 gtama, yaitu (a) pola
pengembangan sapi potong yang berbasis lahan figolébpengembangan sapi potong
yang tidak berbasis lahan (Rahmanto, 2004). MeriRalhmanto (2004) bahwa ciri-ciri
pengembangan ternak sapi pola pertama adalah (agliparaan ternak dilakukan di
padang pengembalaan yang luas yang tidak dapabhakgn sebagai lahan pertanian
sehingga pakan ternak hanya megandalkan dari rumdpytadang penggembalaan
tersebut; (b) pola ini biasanya terdapat di wilaygding tidak subur, sulit air,
bertemperatur tinggi dan jarang penduduk seper M&n NTT, sebagian Kalimantan
dan Sulawesi; (c) teknik pemeliharaan dilakukarasetradisional dan kurang mendapat
sentuhan teknologi; serta (d) pengusahaan tidadifiekomersial, tetapi bersifat sebagai
status sosial. Sedangkan pola pengembangan yahg kaemiliki ciri-ciri sebagai
berikut: (a) pemeliharaan ternak lebih banyak dikargkan dengan pemberian pakan di
dalam kandang; (b) biasanya terkait dengan usahsdaah dan ladang sebagai sumber
hijauan; (c) pola ini biasanya dilakukan di kawagang padat penduduk seperti Jawa,

Sumatera sebagian Kalimantan, Sulawesi dan NTB;(dapengusahaan pada pola ini



lebih bersifat intensif. Namun demikian jumlah &eplikan ternak pada pola pertama
lebih banyak daripada pola yang kedua.

Menurut Azis (1993) bahwa peternakan sapi potaagat memiliki ciri-ciri
yaitu skala usaha yang relatif kecil, merupakarhasamah tangga, merupakan usaha
sampingan, menggunakan teknologi sederhana daifabgadat karya. Hadi dan [lham
(2002) menengarai bahwa pada umumnya karaktepstikeliharaan sapi potong rakyat
adalah (a) bertujuan untuk pembibitan dan atau gemgkan, (b) skala usaha sangat
kecil, yaitu 1 — 3 ekor, (c) Sistem reproduksi Inelefisien, (d) mulai ada pergeseran dari
penggunaan bangsa sapi kurang produktif menjadjdaayang produktif, dan (e) sistem
pemeliaharaan pada sistem pertanian intensif, kediteandangkan dan pada pertanian
ekstensif, ternak dilepaskan di lahan. Oleh kargmanenurut Yusdja dan llham (2004)
bahwa usaha yang demikian ini memiliki posisi yaaggat lemah dan peka terhadap
perubahan.  Kondisi pengusahaan ternak yang damiliu adalah merupakan
mayoritas dari peternakan di Indonesia. Saatisaha peternakan untuk menghasilkan
sapi bakalanopw calf operation) dalam negeri 99 persen dilakukan oleh peternakan
rakyat yang sebagian besarnya berskala kecil detimyghat kepemilikan 1 — 5 ekor per
KK (Anonim, 2005). Oleh karena itu pengembangangyaarus dilakukan adalah
melakukan reformasi permodalan, penciptaan passiens kelembagaan dan input
teknologi supaya usaha rakyat menjadi suatu usafg yaju (Yusdja dan Ilham, 2004).

Kenyataan bahwa mayoritas pola pengusahaan tesapk merupakan usaha
peternakan rakyat dengan skala kecil, maka ini pa@n tantangan dan permasalahan
tersendiri dalam pengembangan populasi dan prodiaigisapi. Seharusnya, dengan
tingginya harga daging sapi domestik akan meramgsambuhnya usaha peternakan
sapi di dalam negeri. Namun hal ini tidak terjpdda usaha peternakan sapi rakyat.
Peternak rakyat masih saja belum merubah oeriegtasnemelihara ternak sapi, yaitu
sebagai tabungan dan status sosial. Pola pengusghag demikian ini maka sinyal
pasar atau konsumen bukan menjadi panduan utamiaalgadternak sapi. Oleh
karenanya maka program pengembangan agribisni©isagaknya diarahkan pada usaha
yang berorientasi pasar. Untuk itu perlu reoriginfg2engembangan peternakan sapi
dengan berdasarkan kawasan dan pemanfaatan sugddo#tal. Pola pengusahaan
yang berbasis lahan semisal di NTT dan NTB perlindapat perhatian serius dan
intensif. Introduksi teknologi dan manajemen mdnfautlak diterapkan.

Konversi lahan menjadi lahan-lahan perkebunan jngeupakan “ancaman” bagi

usaha peternakan sapi. Namun demikian, hal ipatidisiasati dengan sistem integrasi.



Sistem integrasi dapat diterapkan bila ada kehija)@ng mengawal program tersebut
dan ditemukan pemecahan-pemecahan atas kendals té&lam sistem integrasi.
Dengan demikian, ke depannya pola pengusahaarkteapabukan hanya yang berbasis

lahan non pertanian, tetapi berbasis lahan untakaipertanian lainnya.

Pembibitan Ternak

Salah satu hal mengapa populasi ternak sapi datuktivitasnya rendah adalah
karena rendahnya sistem perbibitan sapi di IndaneSampai saat ini belum ada usaha
komersil yang melakukan usaha pembibitan sapi gotoaik oleh swasta maupun
pemerintah. Hal ini mungkin karena usaha pembibgapi potong dianggap kurang
menguntungkan karena biaya yang besar untuk peaawatluk, sedangkan nilai jual
pedet masih lebih kecil dari biaya perawatan inda{eh karenanya usaha pembibitan
yang ada hanya dilakukan oleh peternak rakyat yaogbene merupakan usaha
sambilan, yaitu di luar kegiatan utama. Oleh kanga memiliki ciri-ciri atau
karakteristik yang serupa.

Justru, usaha penggemukan sapi relatif lebih disbkik oleh peternak rakyat
maupunfeediotter. Dengan demikian maka terjadi ketidakseimbangdara produksi
bakalan dengan penggemukannya. Hal ini juga yasgyebabkan semakin terkurasnya
populasi sapi domestik.

Usaha pembibitan ternak sapi di Indonesia menghdukrbagai permasalahan.
Menurut Hadi dan llham (2002) bahwa beberapa palalaan dalam usaha pembibitan
adalah (a) bahwa di daerah sentra produksi perntarsaha pembibitan menurun karena
berkurangnya permintaan tenaga kerja ternak untekgolah tanah sebagai akibat dari
makin tingginya intensitas tanam terutama padiufgya IB masih kekurangan tenaga
inseminator, semen bangsa sapi unggul dan fasiBagc) skala usaha kecil karena
tenaga kerja keluarga terbatas, (d) areal padanggeenbalaan makin sempit karena
terjadi konversi ke penggunaan lain, (e) adanyaygdh reproduksi pada sistem
pembibitan ekstensif, (f) Unit Pelaksana teknis TVPterkait belum mampu
memproduksi dan mendistribusikan ternak dalam jbmfang memadai dan kurang
responsif terhadap meningkatnya minat peternbak a&een sapi unggul jenis tertentu,
dan (g) pihak swasta belum ada yang tertarik paddnal pembibitan karena kurang
menguntungkan dibandingkan dengan usaha penggemukan

Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan ydraglagi pada usaha

pembibitan sapi rakyat, Hadi dan llham (2002) meaykan (a) perlunya pengaturan
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perkawinan melalui teknik IB dengan berbagai al&fnkombinasi bangsa sapi, (b)
memberikan pelayanan IB sebaik mungkin kepada metemelalui peningkatan
keterampilan inseminator, dan (c) mengintegrasifaarah pengembangan pembibitan

dengan daerah penggemukan dengan memperhatikaisekkéan pakan.

Impor Sapi

Kebijakan melakukan impor sapi dilakukan untuk reaohi permintaan akan
daging sapi yang terus meningkat. Pada tahun &f9@emerintah telah mendorong
dilakukannya impor daging sapi dan ternak sapi laamkantuk digemukkan di dalam
negeri. Hal ini telah mendorong tumbuhnya peruaahswasta yang bergerak pada
penggemukan sapi bakalan impor, terutama dari Alistr Selain itu, Indonesia juga
mengimpor jeroan dengan laju pertumbuhan sebesa®r/gertahun (Yusdja dan Ilham,
2004).

Nilai impor daging/bakalan sapi cenderung terus ingk@t dimana pada tahun
2002 nilai impor daging (termasuk produk olahanng@n sapi hidup mencapai
US$106.003.410,00 (BPS, 2003). Impor binatang midtidak disebutkan jenis
ternaknya) sejak tahun 2002 — 2005 menunjukkanngkatan. Impor binatang hidup
tahun 2002, 2003, 2004 dan 2005 masing-masing lad#a 85, 95 dan 94 ribu ton.
Sementara impor daging dan olahan dagingnya uatulknt 2002, 2003, 2004 dan 2005
masing-masing adalah sebesar 71, 45, 64 dan 6Torb{Ditjien Bea Cukai, 2005).

Penggalakan impor sapi bakalan ini karena sulimgenperoleh sapi bakalan dari
dalam negeri dan untuk mencegah terjadinya pengurgspulasi domestik dengan
banyak melakukan pemotongan betina produktif. Aktatapi pada tahap
perkembangannya, impor daging dan sapi bakalantunit mempengaruhi usaha
peternakan sapi potong dalam negeri. . Hariangam6 Mei 2005 melaporkan bahwa
impor daging dan sapi hidup telah menganggu sigi@sar lokal sebagaimana yang telah
terjadi pada peternak sapi di Jawa Barat yang nhainkgen akan adanya daging sapi
impor karena telah menurunkan penjualannya hingifs $Kompas, 06 Mei 2005).
Menurut Rahmanto (2004) bahwa kebijakan impor sagalan dan produk turunannya
cenderung menunjukkan dampak negatif terhadap fsagjadi tingkat lokal dan volume
pengiriman ternak Provinsi Jawa Timur. Fakta irenmnjukkan bahwa perlu adanya
kebijakan valuasi terhadap impor bakalan dan produwknannya serta memberikan
perlindungan dan insentif ekonomi kepada peterretiskala kecil untuk merangsang

pengembangan usahanya.
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Namun demikian, impor daging dan sapi bakalan tideda tidak dilakukan
mengingat stok bakalan dalam negeri tidak mencukepmintaan akan daging dalam
negeri. Rendahnya efisiensi reproduksi dan tekmmeduksi telah menyebabkan
pertumbuhan populasi ternak sapi di Indonesia lanmbibandingkan dengan laju
permintaan daging sapi domestik. Hal ini menyebabielatif mahalnya harga sapi di
psaran domestik. Kondisi ini tentunya cukup meityaih bagi pemerintah, yaitu antara
membela kepentingan produsen domestik atau konsumenurut Saragih (2000)
bahwa langkah yang perlu diambil oleh pemerintahledd dengan berpihak pada
kepentingan agribisnis sapi potong domestik semibancegah kenaikan harga daging
sapi yang terlalu tinggi dengan cara mengimpor rdpgsapi dan bakalan secara

terkontrol.

Pendekatan Agribisnis dan Kewilayahan

Pendekatan agribisnis dalam sistem usaha pertpatamakan harus mencakup
empat subsistem yang ada, yaitu susbsistem pengasiaana produksi, subsistem
budidaya, subsistem pengolahan dan subsistem pemas@uatu usaha yang memenuhi
keempat subsistem tersebut dinamakan sebagai sedmthisnis. Namun demikian,
perlu juga ditambahkan subsistem jasa-jasa penginjatal ini penting sebagai upaya
memberdayakan rakyat dalam usaha peternakan sdphngpadengan pendekatan
agribisnis mengingat mayoritas pelaku usaha pdtamaadalah peternakan rakyat.
Konsep ini berarti bahwa dalam usaha peternakadakenya berorientasi pada pasar,
bukan hanya pada produksi saja.

Pola usaha peternakan yang ada hingga saat il ftn@lsim berorientasi pasar.
Dengan karakteristik usaha peternakan rakyat sebhaga dikemukakan di atas maka
perlu adanya perubahan cara pandang bagaimanaukataltegrasi vertikal terhadap
subsistem-subsitem dalam konsep agribisnis tersebDalam melakukan integrasi
vertikal ini maka sangat terkait dengan indussasi peternakan. Yang demikian ini
maka agroindustri menjadi bagian yang tak terpigatdari konsep agribisnis. Menurut
Yusdja dan Ilham (2004) bahwa agroindustri itu semderupakan satu subsistem dalam
agribisnis yaitu pengolahan baik yang ada di huaupun yang ada di hilir. Dengan
demikian maka konsep pendekatan agribisnis meljpgé pendekatan agroindustri.

Sayangnya, pendekatan agribisnis ini belum diigbadengan struktur
Departemen Pertanian dimana masih belum berwatglbtenis” (Yusdja dan llham,

2004). Hal ini terlihat dari masih adanya pengkekatakan departemen berdasarkan
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komoditas yang masing-masingnya hanya berkutat psjgek budidaya saja. Sementara
aspek lainnya dikerjakan oleh departemen yang lai®leh karenanya, di masa
mendatang perlu ada perubahan “watak” Departemearian yang tidak lagi hanya
memikirkan aspek budidaya saja melainkan mencaémqua subsistem agribisnis.

Dalam melakukan pendekatan agribisnis peternakgn gotong perlu juga
diperhatikan pada pendekatan kewilayahan. Menfusdja dan Ilham bahwa
pendekatan total kewilayahan harus sudah ditinggakarena (a) tidak mungkin ternak
sapi dikembangkan pada semua wilayah, karena letésidn sumberdaya lahan dan
manusia; (b) tidak semua wilayah secara ekonomékldikembangkan untuk usaha sapi
potong; (c) alokasi dana investasi pemerintah yenigatas dan harus dialokasikan ke
semua provinsi.

Berdasarkan hal tersebut maka mulai saat ini petaérsudah bisa memetakan
berdasarkan kewilayahan dan daya dukung sumbefiyan, pakan, manusia) untuk

melakukan usaha pengembangan agribisnis sapi potong

Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimp&bagai berikut:

1. Pemerintah menetapkan kebijakan swasembada dagiaggad program
mendesaknya tahun 2005 berupa terpenuhinya dagiggaitingkat rumah tangga.
Program mendesak ini belum mampu terwujud bahkamlereng gagal dengan
adanya indikasi impor sapi bakalan dan produk t@maga yang juga cenderung
meningkat seiring dengan tidak mampunya produksnestik untuk memenuhi
permintaan akan daging sapi.

2. Strategi dan langkah-langkah operasional yang gitdnoleh pemerintah ternyata
belum mampu menunjukkan hasil yang memadai untukgam@ankan populasi dan
meningkatkan produksi dalam negeri. Pendekatarg yatah ditempuh banyak
menemui kendala teknis dan non teknis serta perangan-penyimpangan oknum
dalam melaksanakan pendekatan operasional.

3. Karakteristik pengusahaan peternakan yang ada dhdsmoleh usaha peternakan
rakyat yang bersifat usaha sambilan dengan kasdikteyang belum berorientasi
pasar. Karakteristik ini terjadi baik pada polaldasis lahan maupun tidak.

4. Pola pembibitan ternak yang juga masih diupayakargan pola subsisten dimana
ini merupakan usaha sampingan dan ini pula menkaimaperkembangannya juga

belum mampu memenuhi tuntutan permintaan akan dakatau daging sapi.
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Perusahaan swasta belum ada yang berminat untukgeméangkan usaha
pembibitan secara komersil.

5. Salah satu cara untuk memenuhi tuntutan permirgkan sapi bakalan dan daging di
dalam negeri adalah dengan melakukan impor. Sayangmpor ini juga memberi
dampak negatif bagi keseimbangan harga sapi damnglagj dalam negeri.
Pemihakan pada agribisnis sapi potong dalam némgrilaknya menjadi prioritas
dengan tetap melakukan impor dengan terkendali.

6. Pengembangan usaha peternakan sapi potong sudahussta menggunakan
pendekatan agribisnis dan kewilayahan. Pendekagabisnis harus juga dimulai
dari karakter departemen terkait yang juga harusifaé “agribisnis”. Pendekatan
kewilayahan mutlak dilakukan dengan mempertimbangketersediaan berbagai
sumberdaya pendukungnya. Pendekatan kewilayatsahasupaya pemerintah bisa

fokus dalam melakukan pemberdayaan usaha petersakapotong.

Saran-saran
Saran yang diberikan ini merupakan implikasi dagian dan kesimpulan di atas
berupa kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Perlunya mengubah lingkungan strategis usaha pdyayegan sapi potong dengan
memanfaatkan sinyal pasar sebagai pemandu penggamanDengan demikian
maka setiap kebijakan dan program diarahkan padalepatan agribisnis dan
agroindustri. Langkah-langkah operasional hendakmgrupakan terjemahan dari
sinyal pasar yang dimaksud. Pemerintah melakudailithsi terhadap infrastruktur
pasar hewan, RPH dan seperangkat peraturan yarduknery.

2. Karakteristik usaha peternakan rakyat yang ada alerwyd dioptimalkan dan
pemerintah melakukan terobosan bagi perusahaartaswasik bergerak di bidang
peternakan sapi potong sekaligus mendorong petennakyat untuk bermitra secara
strategis. Upaya ini harus ditunjang dengan déasgdemi terciptanya iklim usaha
ternak sapi potong yang kondusif. Selain itu, pemeh hendaknya melakukan
perkuatan akses permodalan bagi peternakan raéggtetusahaan swasta.

3. Pembibitan ternak yang telah berlangsung dilakukbaih peternak rakyat harus
diperkuat dengan berbagai kemudahan akses terlekizip reproduksi, permodalan
dan pelayanan lain yang mendukung berlangsungnghaupembibitan secara

kontinyu. Penyediaan bibit unggul baik berupa semmaupun ternak hidup harus
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difasilitasi oleh pemerintah. Pada saat yang besisa, pemerintah harus melakukan
terobosan agar pihak swasta mau bergerak di bisamdpibitan secara komersil.

4. Kebijakan impor hendaknya dilakukan dalam semapgatberdayaan agribisnis sapi
potong dalam negeri. Untuk itu, impor sapi bakatilakukan secara terkendali
seiring dengan mendorong agribisnis sapi poton@ndahegeri menjadi tangguh
berupa peningkatan produktivitas dan populasi tesagi.

5. Sinkronisasi antar wilayah/daerah harus dilakuledmngga pengembangan agribisnis
sapi potong berbasis kewilayahan dapat tertatabddangsung dengan semestinya.
Pemerintah harus sudah menetapkan wilayah-wilayaig yakan menjadi sentra
produksi, pembibitan, pengolahan, dan lain-laimk®nisasi juga dilakukan antara
kebijakan pusat dan daerah dalam agribisnis sapngo Selain itu sinkronisasi juga
dapat dilakukan terhadap komoditas pertanian l@nggitu dengan memanfaatkan

sistem integrasi bagi pengembangan agribisnismtan sapi potong.
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